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SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang

b.

Mengingat

2.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan
Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan kelas
dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3
Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas dan Nilai
jabatan Pegawai negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



18. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara
vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan
tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan
menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam
unit keija.

19. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional
yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya
hasil wawancara.

20. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas
penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural
terendah dalam suatu organisasi yang ditentukan berdasarkan
nomenklatur jabatan pelaksana dari kementerian yang berwenang.

2. Ketentuan Lampiran 1 dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 10 Agustus 2021

r^. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 20

Sesuai dengan Aslinya
, BAGIAN HUKUM

R)NG\^

NTO,^.H.
200604 1 004

/



NO
1

P

TAUA JABATAN PDSPINAN TINGGI, ADBOHISTRATOR,
ERGAWAS, PELAKSANA DAN FDN6SIONAL TERTBMTU nrsTANSi

RSLAS

JABATAH

iriLAi

JABATAN

1 3 3 4 8 6

15 PETliOAS KEAMANAN
KEO-AMATAN TUALAN IIUI.U ■t 913

lf> KEPALA 8EK3I TATA PBMERraTAHAI) KECAMATANTUALAN HULU 9 MOO

17 PENOELOI^ AIlMINtSTKASI IICMERINTAHAN ICECAMATAN TUALAN HULU 6 690

1« ANAUS PEMEKINTAHAN IJAKRAH KtX-AMATAN TUALAN lUII.U 7 890

19 KEFALA SEKSl KETERTERAHAW DAN KETERTIBAH DHDU KECAMATANTUALAN HULU 9 MOO

20 ANALIS PERUMJUNriAN MASYARAKAT KKCAMATAN TUALAN HULU 7 89U

21 KEPALA 8BKSI PEKBANODNAH KECAMATAN TUALAN laiLU 9 1930

22 ANAUS PEMHANOUNAN KlCi:yU9ATAN TUALAN HULU 7 8W)

23 KEPALA 8EKS! PEHBERDAYAAN KASYARAKAT DAW DESA KKCAMATAN TUALAN HUl.U 9 MOO

29 ANAUS PEMQEKDAVAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAnAAN KECAMATANTUALAN HUl.U 7 890

25 KEPALA SEKSI ADUINI9TRA8I KECAMATAN TUALAN HULU 9 MOO

26 ANALIS DATA DAN INP-ORMASI
KECAMATANTUALAN IIUI.U 7 890

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Sesuai dengan Aslinya
"^ALA BAGIAN HUKUM

200604 1 004



NO

1

P

2

lAHA JABATAN PDIPDIAH TDIQGI, AOHINISTRATOR,
'BROAWAS, PBLAKSANA DAN FDNOSIONAL TBRTENTU

a

INSTAHS!
KELAS

JitBATAN

NILAI

JABATAN

IS PEnrOAS KEAMANAN

4

KECAMATAN TIJAIAN IIULU

S

4

6

413

16 KEPAIA SEKSI TATA FBNERnrTABAM
KECAMATAN TGAUVN HDLH 9 1430

17 CENOEI.OIjV administrasi pemrrintaman
KECAMATAN TUATAN lllll.ll 6 690

18 ANAUS PEMERINTAIIAN IJAERAII
KECAMA'IAN TUAIAN litILt; 7 89CI

19 ®SPALA SBK8IKETENTERAMAN DAN KETBRTIBAN UMUM
KECAMATAN Tl lAI.AN J IGI.U 9 1430

ill ANALIS PEKLIKDIWOAN MASYARAKAT
KECAMATAN TIMI.AN IlllLU 7 89U

il KBPALA SE^I PBMBANOUNAN
KECAMATAN TCIAIAN IIUl.ll 9 1430

il ANALIS PEMDANGUNAN
KECAMATAN TIIAIAN HULU 7 890

'2^ KEPALA SEKSI PEMBEROAYAAM MASYARAKAT DAN DBSA
KECAMATANTUAIAN IIULU 9 1430

24 ANALIS WIMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
KECAMATAN TDAIAN IH.ILU 7 890

25 KEPALA SEKSI ADHINISTRASI
KECAMATAN TUAIAN IIULU 9 1430

26 ANAUS DATA DAN INPORMASi
KECAMATAN TUAIAN IIULU 7 890

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Sesuai dengan Aslinya
BAGIAN HUKUM

NINO

•601 200604 1 004



LAMHRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20TAHUN2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAIJABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TABEL KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO
NAMA JABATAN PIMPINAN TINQQI, ADMINISTRATOR,
PENQAWAS, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL TERTENTU INSTANSI

KELAS

JABATAN

NILAI

JABATAN

1 2 1  3 4 9 6

I SENXBTARIAT DAERAH

I SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIAT DAERAH IS 3555

2 STAF AHLl BIDANO PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK SEKRETARIAT DAERAH 13 2715

3 STAF AHU BIDANG EKONOMl, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 13 2715

4
STAF AHLl BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH 13 2715

5 A813TEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEiaiETARlAT DAERAH 14 3030

"S
6 KEPALA BAOIAH TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 12 2315

7 KBPALA BUB BAOIAN ADMINIBTRASI PEMERINTAHAN SEKRCTARIAT DAERAH 9 1430

8 ANAL18 PEMERINTAHAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 7 890

9 ANAU8 PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH 7 890

10 PENGELOLA DATA SENGKETA PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH 6 690

11 PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 6 690

12 KBPALA SUB BAOIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DAERAH 9 1430

13 ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 7 890

14 ANALIS SURVEl, PENGUKURAN DAN PEMETAAN SEKRETARIAT DAERAH 7 890

IS ANAUSTOPONIMI DAN DATA WIUYAH SEKRETARIAT DAERAH 7 890

16 PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 6 690

17 KEPALA SOB BAOIAN GTONOin DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 9 1430

18 ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 7 890

19 PENGELOLA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 6 690

20
PENGELOLA IJVPORAN PENYELENOGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH 6 690

21 PENGADMINISTRASI OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 5 490

22 KEPALA BAOIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH 12 2315

23 KBPALA SOB BAOIAN BINA MENTAL SPHUTOAL SEKRETARIAT DAERAH 9 1430

24 ANALIS RUMAH IBADAH SEKRETARIAT DAERAH 7 890

2S PENYU8UN BAHAN PENGEMBANOAN PROGRAM KEAGAMAAN SEKRETARIAT DAERAH 7 890

26 PENYU8UN BAHAN PEMBINAAN KEAGAMAAN SEKRETARIAT DAERAH 7 890

27 PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN MAS.JID SEKRETARIAT DAERAH 7 890

28 PENGELOLA BANTUAN KEAGAMAAN SEKRETARIAT DAERAH 6 690

29 PENGELOLA DATA SEKRETARIAT DAERAH 6 690

30 PENGADMINISTRASI PERSURATAN SEKRETARIAT DAERAH 5 490


